KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   156 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 51 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi badan Pengawasan daerah Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas badan Pengawasan daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi badan Pengawasan daerah Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi badan Pengawasan daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  28 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  51 tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi badan Pengawasan daerah  Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 38 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. badan Pengawasan daerah adalah badan Pengawasan daerah  kabupaten Bantul;

5. Kepala badan  adalah Kepala badan Pengawasan daerah  Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan badan Pengawasan daerah  yang meliputi Sekretariat, Bidang dan sub bagian dan Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 2

sekretriat mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program, menyiapkan badan koordinasi pengawasan , melaksanakan sekretariatan yang meliputi pengelolaan urusan kepegawaian keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrative dan fungsional kepada semua Unit Kerja. 

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Sekretariat  mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan;

b. Pengumpulan bahan koordinasi, penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan;

c. Penyusunan anggaran;

d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

e. Penyiapan dan inventarisasi bahan dan data dfalam rangka penatausahaan penanganan proses pengaduan;

f. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggan dan perpustakaan;

g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan.

.

Pasal 4
Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan;

c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas  menyiapkan perencanaan anggaran, bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang-undangan,dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausaaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengakapan, kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan.

Bagian Kedua

Bidang Pemeriksaan Pemerintahan

Pasal 6

Bidang Pemeriksaan Pemerintahan mempunyai  tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, pembangunan desa dan pertahanan serta kasus kasus pada tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Bupati.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Bidang Pemeriksaan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pengumuman dan penyusunan bahan pemeriksa;

b. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan tugas pemeriksaan;

c. Pelaksanaan pemriksaan teradap kegiatan-kegiatan di bidang Pemerintahan Daerah, PemerintaHan Desa, pembangunan desa dan pertahanan serta kasus-kasus pada tugas pembantuan yan menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati;

d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan

Pasal 8

Bidang Pemeriksaan Pemerintahan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan Daerah;

b. Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan Desa;

Pasal  9

(1) Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas  membantu bidang pemeriksaan pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan pemerintahan Daerah dan pertahanan serta kasus kasus pada tugas pembantuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

(2) Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu bidang pemeriksaan pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelengaraan pemerintahan Desa dan pembagunan desa serta kasus kasus pada tugas pembantuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pemeriksa Aparatur

Pasal 10

Bidang Pemeriksa Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaaan terhadap penyelengaraan pembinan dan pendaya gunaan aparatur pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pemnberian gasji dan kesejahteraan pegawai serta  melaksanakan pemeriksaan terhadap enyelngaraan terhadap pembinaan ketertiban umum, pembunaan ketenteraman, pengamanan dan perlindungan masyarakat serta pembinaan kesatuan bangsa.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Bidang pemeriksaan Aparatur mempunyai fungsi :

a. Pengumoulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan 

b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pleksanaan tugas pemeriksaan 

c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang kepegawaian, pembinaan ketenteraman dan keteretiban umum serta pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

d. Penyiapan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan 

Pasal 12

Bidang Pemeriksaan Aparatur terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemeriksaan Penbinaan Aparatur;

b. Sub Bidang Pemeriksaan Penbinaan Ketentraman dan ketertiban.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Pemeriksaan Penbinaan Aparatur mempunyai tugas membantu aparatur dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan pendaya gunaan aparatur administrasi kepegawaian pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai 

(2) Sub Bidang Pemeriksaan Penbinaan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu bidang pemeriksa paratur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan ketenteraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, pemilihan umum dan pembinaan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat

Bidang Pemeriksaan Peerekonomian

Pasal 14

Bidang Pemeriksaan Peerekonomian mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap perencanaan, penyelengaraan dan peningkatan sector-sektor ekonomi yang menjadi kewenangan daerah termasuk tugas-tugas pembantuna yang menjadi tanggung jawab Bupati.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Bidang Pemeriksaan Peerekonomian mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan rencana pemeriksaan;

b. Pelaksanaan bimbingan dan pengawsan pelaksanaan tugas pemeriksaan;

c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan bidang perekonomian yang menjadi tanggung jawab daerah termasuk tugas-tugas pembantu yang menjadi tanggung jawab Bupatu;

d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian ;aporan hasil pemeriksaan.

Pasal 16

Bidang Pemeriksaan Peerekonomian terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemeriksaan Pertanian;

b. Sub Bidang Pemeriksaan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pertambangan;

c. Sub Bidang Pemeriksaan Perhubugan dan pariwisata;

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pemeriksaan Pertanian mempunyai tugas membantu bidang pemeriksa perekonomian dalam melaksanakan pemeriksaaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sektor pertanian, pengairan, peternakan dan perikanan yang menjadi kewenaagan daerah termasuk tugas tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Bupati;

(2) Sub Bidang Pemeriksaan Koperasi, Industr, Perdagangan dan Pertambangan mempunyai tugas membantu bidang pemeriksa perekonomian dalam melaksanakan pemeriksaaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sektor Koperasi, Industr, Perdagangan, Pertambangan dan energi yang menjadi kewenaagan daerah termasuk tugas tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Bupati;

(3) Sub Bidang Pemeriksaan Perhubugan dan pariwisata mempunyai tugas membantu bidang pemeriksa perekonomian dalam melaksanakan pemeriksaaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sektor Perhubugan dan pariwisata yang menjadi kewenaagan daerah termasuk tugas tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Bupati;

Bagian Kelima

Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelengaraan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenagan daerah termasuk tugas tugas pembantuan yang menjadi tangung jawab Bupati.

Pasal 19

Untuk: menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi

a. Pengumpulan bahan rencana pemeriksaan;

b. Melaksanakan bmbingan dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan;

c. Pelaksanan pemeriksaan kegiatan kegiatan bidang kesejahteraan social yang mempunyai kewenagan daerah termasuk tugas tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Bupati.

d. Penyiapan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 20

Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a. Sub bidang Pemeriksaaan Pendidikan Kebudayaan dan agama;

b. Sub bidang Pemeriksaaan kesehatan dan Kependudukan;

c. Sub bidang Pemeriksaaan Kesejahteraan Masyarakat;

Pasal 21

(4) Sub bidang Pemeriksaaan Pendidikan Kebudayaan dan agama mempunyai tugas melakukan membantu bidang kesejahteraan social dalam melaksanakan pemeriksaaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sektor Pendidikan Kebudayaan dan agama yang menjadi kewenangan daerah termasuk tugas tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Bupati;

(5) Sub Bidang Pemeriksaan kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas membantu bidang kesejahteraan social dalam melaksanakan pemeriksaaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sektor kesehatan dan Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah termasuk tugas tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Bupati;

(6) Sub Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu bidang kesejahteraan social dalam melaksanakan pemeriksaaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sektor Kesejahteraan Masyarakat yang menjadi kewenaagan daerah termasuk tugas tugas pembantuan yang menjadi tanggung jawab Bupati;

Bagian Keenam

Bidang Pemeriksaan Pendapatan dan Kekayaan 

Pasal 22

Bidang Pemeriksaan Pendapatana dan  Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengeloalan dan peningkatan pendapatan daerah serta pemeriksaan terhadap pengelolaan kekayaan milik negara dan daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Pemeriksaan Pendapatana dan  Kekayaan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan rencana pemeriksan;

b. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan;

c. Pelaksanaan pemeriksaan tehradap kegiaan kegiatan di bidang pendapatan daerah dan kekayaan milik negara dan daerah;

d. Penyajian, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 24

Bidang Pemeriksaan Pendapatana dan  Kekayaan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;;

b. Sub Bidang Pemeriksaan Retribusi dan pendapatan lain -lain;

c. Sub Bidang Pemeriksaan Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu pemerikasaan  bidang pendapatan dan kekayaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pendapatan, pengembangan dan peningkatan pajak daerah;

(2) Sub Bidang Pemeriksaan Retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas membantu pemerikasaan  bidang pendapatan dan kekayaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pendapatan, pengembangan dan peningkatan Retribusi daerah dan pendapatan lain lain;

(3) Sub Bidang Pemeriksaan Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusanmempunyai tugas membantu bidang pemeriksaan pendapatan dan kekayaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan, inventarisasi dan penghapusan kekayaan negara dan daerah. 

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membantu kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 27

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 36 TAHUN 2001

